


2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor632); 

1 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK. 07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 700) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI SEMARANG NO MOR 87 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 377); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 
Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2018 Nomor 78); 

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 
Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 24}; 

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2019 Nomor 81); 

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2019 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Semarang 31 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 
Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2020 Nomor 31); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Semarang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menangani urusan 
pengelolaan keuangan daerah. 

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan 
di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraakan 
tugas umum Pemerintahan. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2019 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 31), 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 



1 L Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan 
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara 
pada bank sentral. 

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang ditetapkan. 

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

21. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif 
dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan 
teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai 
upaya mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

22. Anak Kerdil (Stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita 
(bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga 
anak terlalu pendek pada usianya. 

23. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

24. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM 
Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat. 

25. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indek 
yang menunjukkan tingkat kesulitan geografi.s desa. 



( 1) Penggunaan Dana Desa setiap Desa diprioritaskan untuk: 
a. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak 
salur kepada Kepala BKUD dengan tembusan kepada Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. 

(4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan kondisi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 
dilakukan sesuai dengan format terlampir. 

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 2 
dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran 
dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

( 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat, 
dengan ketentuan: 
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; 
b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; 
c. tahap III berupa: 

1. peraturan Desa mengenai APB Desa; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 50°10 (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 50°10 (lima puluh perseratus); 
dan 

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

26. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah 
indek yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis di desa. 

'IT. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa adalah 
penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang 
dikelola langsung oleh Pemerintah Desa. 

28. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT 
Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak 
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi 
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 
( Covi.d-19). 



(2) Ketentuan mengenai BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c angka 3: 
a. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 

BLT Dana Desa sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat 
yang memenuhi syarat di Desa masing-rnasing berdasarkan hasil 
Musyawarah Desa Khusus di Desa; 

b. kriteria calon Keluarga Penerima Manfaat adalah: 
1. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial atau 
keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang 
berdomisili di Desa bersangkutan dan harus memiliki Nomor 
Induk Kependudukan di Desa bersangkutan; 

2. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Pra 
Kerja, Bantuan Pangan Non Tonai, dan BLT lainnya yang 
bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

3. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; dan/ atau 
4. terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun. 

c. mekanisme pendataan calon penerima BLT Dana Desa: 
1. dilakukan oleh Relawan Desa/ satuan tugas lawan Covid-19 yang 

menerima surat tugas dari Kepala Desa; 
2. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, 

dan Desa; 
3. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus 

yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, perwakilan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat 
Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi 
data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa; 

4. hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam berita acara 
dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama dengan perwakilan 
BPD; 

5. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita 
acara Musyawarah Desa Khusus ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa; 

6. dokumen penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaporkan oleh Kepala 
Desa kepada Bupati melalui Camat; dan 

b. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 
Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020; 

c. dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19), Dana Desa digunakan untuk kegiatan antara lain: 
1. pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19; 
2. Padat Karya Tonai Desa; dan 
3. BLT Dana Desa. 



(5) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan 
merupakan kewenangan Desa. 

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada 
saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa melalui 
Camat. 

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

7. kegiatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima 
laporan di kecamatan. 

d. mekanisme penyaluran BLT Dana Desa: 
1. penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau non 

tunai (melalui transfer rekening bank atau jasa pengiriman uang 
milik pemerintah atau cashless) kepada penerima BLT Dana Desa; 
dan 

2. penyaluran yang dilaksanakan secara tunai harus memperhatikan 
prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas serta 
memperhatikan Protokol Kesehatan penanganan Couid-19 yaitu 
menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan 
memakai masker. 

e. jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa: 
1. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak 

bulan April 2020; 
2. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam 

ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama 
(April, Mei, dan Juni); 

3. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya 
(Juli, Agustus, dan September); 

4. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat 
disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih 
tersedia atau masih terdapat anggaran yang bersumber dari Dana 
Desa Tahun Anggaran 2020 yang belum dilaksanakan atau belum 
dicairkan di RKD dan/ atau Desa masih memungkinkan 
melaksanakan refocusing/penggeseran yang dapat ditunda 
pelaksanaannya kepada penambahan alokasi BLT Dana; 

5. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa mengikuti data 
Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui 
Musyawarah Desa Khusus. 

f. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan penyaluran 
BLT Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri foto 
kopi bukti penerimaan BLT Dana Desa. 




